
 

 
 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR :    27  TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG  
RENCANA KONTIJENSI, SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT 

BENCANA TSUNAMI PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 
 

Menimbang 

 

: a. bahwa dengan diundangkannnya Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando 

Penangangan Darurat Bencana, maka terjadi perubahan 

dalam sistim penanganan darurat bencana tsunami; 

b. bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan sistim penaganan 

darurat bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu melaksanakan perubahan Peraturan Gubernur 

Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana 
Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat 

Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur  tentang Perubahan Atas  Peraturan Gubernur 
Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana 

Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat 
Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1646); 

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 



kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);.); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3373); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4829); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 

Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-

Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4830); 

  9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan 

Bencana; 

  10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Darurat Bencana; 

  11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando 
Penangangan Darurat Bencana; 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5); 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
1 Tahun 2018; 

  14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2013-2018; 



MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG 
RENCANA KONTIJENSI DAN SISTEM PERINGATAN DINI DAN 
PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI PROVINSI 
SUMATERA BARAT. 

    

Pasal   I 

Beberapa rumusan dalam lampiran  I  dan lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera 

Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan 

Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat diubah, sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II  yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

 
Ditetapkan di      Padang 

pada tanggal       15  Mei  2018    

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 
 

 
 

IRWAN PRAYITNO 
Diundangkan di  Padang 

pada tanggal   15  Mei  2018             

 
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

 
 

ALI ASMAR 

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR :  27 

 

 


